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GUBERNUR LAMPUNG, 

Menimbang a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang 
Nomoi:" 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Walikota 
Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, 
perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur 
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota 
Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan 
Peraruran Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

2"	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 



3.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4355); 

4.	 Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5.	 Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6.	 Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7.	 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5043); 

8.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4028); 

10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

11.	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 



12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4578); 

13.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14.	 Peraturan Pemerintah Nornor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masya.rakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4693); 

15.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

16.	 Peraturan Pemerintah Nornor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

17.	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5104); 

18.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di 
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5107) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 
2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia NOITlOr 5209); 

19.	 Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20.	 Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5272); 



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

21.	 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan BarangjJasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nornor 70 Tahun 2012; 

22.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 

23.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nornor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 525); 

24.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311); 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN 
PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. 

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Walikota 
Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dad Keputusan ini. 

Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan 
dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota 
Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan 
Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 
berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum 
Kesatu paling larnbat 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
diterimanya Keputusan ini. 



KETIGA
 

KEEMPAT 

KELIMA 

Tembusan: 

Dalam hal Walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil 
evaluasi clan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah 
Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan 
Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota akan 
dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan 
berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012. 

Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan 
Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan 
Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
ditetapkan. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 1 c:.:t oo 121.' 2 C1 2 

GUBERNUR LAMPUNG, 

.. ~ 

\'" 
SJACHR~EOIN Z.P. 

/' 

1.	 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 
2.	 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung 

di Bandar Lampung; 
3.	 Pimpinan DPRD Kota Metro di Metro; 

4.	 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
5.	 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung. 



LAMPlRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR 
TANGGAL : ~ 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 

ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG
 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 

TAHUN ANGGARAN 2012
 

1. KEBIJAKAN UMUM 

1.	 Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Metro harus sinergi antara 
kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dalam peningkatan 
pertumbuhan (pro growth), penciptaan lapangan kerja (pro job), 
pengurangan kemiskinan (pro poor) dan perbaikan kualitas lingkungan 
hidup (pro environment) serta pengembangan percepatan 
pengurangan kemiskinan. 

2.	 Dalam menyusun program dan kegiatan Pemerintah Kota Metro harus 
berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jarak Menengah 
Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jarak Menengah Daerah 
(RPJMD) dan Dokumen Tata Ruang serta dilakukan dengan 
memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan 
keuangan daerah. 

3.	 Kegiatan pembangunan fisik dalam rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APED agar dihindari dan apabila dianggarkan agar 
dicermati waktu yang tersedia, sehingga dapat di selesaikan sebelum 
berakhirnya Tahun Anggaran 2012 sesuai Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 155 ayat (6). 

II. TATA NASKAH 

Terdapat selisih angka penambahan anggaran pada Lampiran II 
Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan Lampiran I 
Jumlah Pendapatan, agar Lampiran II Peraturan Daerah tersebut 
disesuaikan. 

II. PENDAPATAN DAERAH 

1.	 Target Pendapatan Daerah Kota Metro sebelum perubahan sebesar 
Rp.509.773.599.494,- bertambah sebesar Rp.35.282.547.210,
sehingga berjumlah sebesar Rp.545.056.146.704,-
Pendapatan Daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah 
sebeear Rp.51.507298.898,- Dana Perimbangan sebcsar 
Rp.398.306.208.806,- , Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
sebesar Rp.95.242.639.000,-. Berdasarkan target tersebut Pemerintah 
Kota Metro harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi 
Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan perundang
undangan. 

2.	 Pemerintah Kota Metro agar menganggarkan Bantuan Keuangan 
Daerah dari Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp.2.500.000.000,
(dua milyar lima ratus juta rupiah) pada pendapatan dan ditata pada 
program dan kegiatan di perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. 



III. BELANJA DAERAH 

1.	 BELANJA TIDAK LANGSUNG 

Anggaran Belanja Pegawai sebelum perubahan APBD sebesar 
Rp.288.507 .583.743,- bertambah sebesar Rp.19.925.619.200,
sehingga berjurnlah Rp.308.433.202.943,-

Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar 
dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib 
dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan 
anggaran serta merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD. 

2. BELANJA LANGSUNG 

a.	 Penambahan penganggaran Belanja Barang Pakai Habis 
disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, mempertimbangkan 
jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan 
sisa persediaan barang. 

b.	 Penganggaran Belanja Pengadaan Kendaraan DinasjOperasional 
pada Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2012 sebesar 
Rp.16.000.000,- agar dilakukan setelah mendapat Persetujuan 
Gubernur dan apabila disetujui agar berpedoman kepada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 11 Tahun 2007. 

c.	 Penyediaan Anggaran di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
1) Kegiatan Pembangunan Gedung sekolah (15.01) sebesar 

Rp.60.218.000,- terdapat uraian belanja belanja hibah barang 
dan jasa kepada pihak ketiga (5.2.2.22.01) sebesar 
Rp.4 7 .610.000,

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam 
Belanja Tidak Langsung pada Belanja Hibah. 

2) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (15.45) 
semula sebesar Rp.124.395.400,- bertambah sebesar 
Rp.190.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.314.395.400 
terdapat uraian belanja : 

- Belanja modal bak penyedot air dan selang (5.2.3.22.06) sebesar 
Rp.7.500.000,

- Belartja modal pengadaan pagar (5.2.3.26.08) sebesar 
Rp.55.000.000,

- Belanja modal pengadaan taman (5.2.3.26.16) sebesar 
Rp.18.500.000,

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas dialihkan dan 
ditata pada kegiatan tersendiri pada SKPD yang bersangkutan. 



3) Kegiatan Pembangunan Ruang Serba G,":na / Aula (17.08) 
sebesar RpA.980 .. 000.000,- terdapat uraian belanja modal 
pengadaan konstruksi /pembelian gedung kantor (5.2.3.26.01) 
sebesar RpA.950.000.000,
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata kembali 
disesuaikan dengan judul kegiatan. 

d.	 Penyediaan Anggaran di RSUD Jenderal Ahmad Yani 

1)	 Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis 
Kegiatan (01.19) semula sebesar Rp.5.829A28.900 bertambah 
sebesar Rp.8.914.875.730,- sehingga berjumlah sebesar 
Rp.14.744.304.630,- terdapat uraian belanja jasa pendukung 
kegiatan semula sebesar Rp.7.200.000,- bertambah sebesar 
Rp.33.000.000,- sehingga menjadi sebesar RpAO.200.000,
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata kembali 
disesuaikan dengan output kegiatan. 

2)	 Kegiatan Perneliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit (27.01) 
semula sebesar Rp.73.600.000,- bertambah sebesar 
Rp.387.815.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.461.415.000,
Agar pengganggaran uraian belanja yang menambah 
kapitalisasi aset dianggarkan pada Belanja Modal. 

e.	 Penyediaan Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum 

1)	 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (02.03) semula sebesar 
Rp.l0.099.203.000,- berkurang sebesar (Rp.1.752.000.000,-) 
sehingga berjumlah sebesar Rp.8.347 .203.000,- penataan 
belanja terdapat uraian belanja modal pengadaan konstruksi / 
pembelian rumah dinas (5.2.3.26.03) sebesar Rp.804.000.000,

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata dalam 
kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan. 

2)	 Kegiatan Perencanaan TurapjTaludjBronjong (17.01) semula 
sebesar Rp.22.503.000,- bertambah sebesar Rp.215.000.000,
sehingga berjumlah sebesar Rp.237.503.000,- terdapat uraian 
belanja jasa konsultasi penelitian (5.2.2.21.01) sebesar 
Rp.200.000.000,

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas disatukan pada 
uraian belanja jasa konsultansi perencanaan yang sudah ada 
dalam kegiatan tersebut diatas. 

f.	 Penyediaan Anggaran di Sekretariat DPRD 
1) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 

(01.18) semula sebesar Rp.80 1.810.000,- bertambah sebesar 
Rp.503.000.000,- menjadi sebesar Rp. 1.304.810.000,

2)	 Peningkatan dan Bimbingan Tekriie, Kur-aue dan F'elatihari Bagi 
Anggota DPRD (15.17) semula sebesar Rp.1.233.782.000,
bertambah sebesar Rp.525.000.000,- sehingga berjumlah 
sebesar Rp.l. 758.782.000,- pada belanja kursus - kursus 
singkat pelatihan (5.2.2.17.01) semula sebesar 
Rp.1.225.000.000.- bertambah sebesar Rp.525.000.000,
sehingga berjumlah sebesar Rp.1.750.000.000,



Pelaksanaan kegiatan angka 1) dan 2) tersebut di atas 
dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi 

serta memperhatikan target kinerja dari Perjalanan Dinas 
dimaksud sehingga relevansi dengan substansi kebijakan 
pemerintah daerah serta berpedoman kepada Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nornor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan 
DPRD KabupatenjKota. 

3)	 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (02.05) 
sebesar Rp.16.000.000,
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas dialihkan dan 
ditata pada SKPD yang membidangi aset. 

4)	 Kegiatan Penata Usahaan Hasil Pembahasan APBD TA.2010 

(15.21) sebesar Rp.36.111.500,
Agar judul kegiatan tersebut di atas ditata kembali disesuaikan 
dengan output kegiatan. 

GUBERNUR LA.MPUNG, 

I 

'.~ 
, , 

SJACHRoEOIN Z.P. 


